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BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR .| TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB.UPATEN TAPANULI TENGAH

1

DENGAN RAHMAT TUH.AN YANG MAHA ESA

l

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa adanya ketldaksesualan nomenklatur kode rekening
pemberian tambahan penghasilan ~ untuk peningkatan
kesejahteraan . umum ‘Pegaweu Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah : Kabupaten Tapanuli Tengah, perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati nomor 4 Tahun
2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Tapanuli Tengah;

b. bahwa berdasarkan perumbangan sebaga1mana dimaksud
dalam hurufa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Nega.ra Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999  Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

109);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
"Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286),
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Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor:'5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesxa Nomor 4355),

Undang-Undang ‘Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggun.awab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonema Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pemba.ngunan Nasional (Lembaran Negara
Republik : Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembarari Negara Repubhk Indonesia Nomor 4421);

Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemermtah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara . Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438); «

Undang-Undang nomot 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi: Daerah (Lémbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negatra Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Perwakﬂan rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia : Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4712);
i
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Peraturan’ Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonema Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
kepada Masyatrakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar AkuntanmI Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indones1a Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5165);

Peraturan: Premden ;*Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesml| Nomor 4 Tahun 2015 . tentang
Perubahan Keempat: Atas Peraturan Presiden Republik
Indonesia. Nomer , 54’ Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemermtah

Peraturan, Pres1den ‘Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan . Nasional: pada Fasilitas Kesehatan tmgkat
Pertama M111k Pemermtah Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan
Keuangan_:_'Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ‘sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam , Negéri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah b

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia ,Tahuq 2013 Nomor 1425);

Peraturan 'Ménfen Délam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Repubhk Indones1a Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah,;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun
2016 Nomor 1);

Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2016
(Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016
Nomor 2).
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Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Tapanuli

Tengah (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun
2016 Nomor 3).

Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2016
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Berita
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 4};

Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI
TENGAH. - ;

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan :Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negen Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kebupaten Tapanuli Tengah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 huruf b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 6

Jenis Tambahan Penghasilan yang ditampung dalam APBD Kabupaten
Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:

pa o T P

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja;
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertirmbangan Obyektif Lainnya;
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja;

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi.

2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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! Pasal I
Peraturan Bupati ini mulaiibérl‘akﬁ pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetéhﬁinyaj rﬁerherintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannyg dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah. T

N Ditetapkan di Pandan
pada tanggal § April 2016
BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttd

SUKRAN JAMILAN TANJUNG

Diundangkan di Pandan
pada tanggal { April 2016

SEKRETARIS d{\ERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH;,
|v°

~

HENDRI SUSANTO/.LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 6. !



175 Lampiran II Peraturan Bupati Tapanuli Tengah
L Nomor : 61 Tahun 2016
Tanggal : { April 2016

Tabel Besaran Tambahan Penghasilan BgrdaSarkan Pertimbangan Objéktif Lainnya
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

Uraia ' Jumlah Penerimaan
" Malksimal

Tambahan Penghasﬂap Untll.llgl?-gmn’gkatan Kesejahteraan Rp 750,000 per Bulan
Umum Pegawai

‘::'1\ BUPATI TAPANULI TENGAH

ot

‘ ‘ ttd

SUKRAN JAMILAN TANJUNG

Diundangkan bdi Pandan
pada tanggal | April 2016

SEKRETARIS _ RAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
™ e

HENDRI SUSANTO BANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 6. {
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